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PUTUSAN
Nomor 703/Pdt.G/2024/PA.JP

PREAN| RO | )R
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 28 Juni 1985, NIK:
XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,
tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat,
Nomor Telp: XXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut
sebagai “Penggugat”;

Bahwa Penggugat dengan ini hendak mengajukan cerai gugat ghoib terhadap :

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Jakarta, 30 Juli 1983, NIK:
XXXXXXXXXX,  umur 40 tahun, agama islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, semula
bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta
Pusat, namun saat ini Tergugat sudah tidak diketahui
lagi alamat maupun keberadaannya yang jelas dan
pasti di wilayah Indonesia maupun Luar Negeri (Ghoib).
Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

Adapun yang menjadi alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat adalah sebagai

berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2003, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta
Pusat sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tertanggal
22 Februari 2003;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
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3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah
dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama :
1) XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Desember 2009;
2) XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 16 September 16
September 2017;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak
bulan April 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah, yang disebabkan oleh :
e Tergugat jarang sekali pulang kerumah, alasan nya mencari
nafkah;
e Tergugat selalu bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam
hal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
e Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata
kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa sakit
hati;
e Tergugat kurang dalam hal memberikan perhatian dan kasih
sayang terhadap Penggugat dan anak-anak;
e Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh
Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2020, yang
akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terkabhir,
kemudian Tergugat pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali dan
juga tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini Tergugat sudah tidak
diketahui alamat maupun keberadaanya yang jelas dan pasti baik di wilayah
Republik Indonesia maupun Luar Negeri (ghoib);
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha dengan keras untuk mencari
Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat
sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat
melampirkan Surat Keterangan Nomor: 78/31.71.01.10003/071.562/V/2024
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yang dikeluarkan oleh a/n Lurah Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan
Gambir, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 28 Mei 2024;

7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin
serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya
jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat
dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas
pemanggilan yang dibacakan di persidangan, kepadanya telah dilaksanakan
pemanggilan melalui Radio Republik Indonesia Jakarta sebanyak dua kali.
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Yaitu Pengumuman pertama dan pengumuman kedua jarak pengumuman

pertama dengan pengumuman kedua selama satu bulan, sedangkan tenggang

waktu pengumuman kedua dengan hari sidang tidak kurang dari tiga bulan.

Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara

resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh

alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan
nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan
usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat
dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan Ketua Majelis
Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap jumlah anak Penggugat
menjadi 3 orang dan selebihnya Tergugat tetap mempertahankan semua dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat
didengar keterangannya dalam persidangan karena Tergugattidak pernah hadir
di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa :
A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1),
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXX tanggal 22 Februari
2003 yang dikeluarkan oleh KUA Gambir Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi
Dki Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah
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di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu
diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B.Bukti Saksi
1. XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29
Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di
XXXXXXXXXX, Jakarta Pusat di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22
Februari 2003;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal
di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3
orang anak, masing-masing bernama Alifaturrahman, XXXXXXXXXX,
dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri,
namun sejak bulan April 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat
bertengkar karena Tergugat jarang sekali pulang kerumah, alasan nya
mencari nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar cerita Penggugat,
tentang peristiva perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak bulan Oktober 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak
berhasil;
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- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23
Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman
di XXXXXXXXXX jakarta Pusat, di persidangan saksi tersebut telah
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003;
- Bahwa selam berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di
Gambir, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun namun
sejak bulan April 2020 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena Tergugat sering marah-marah dan memberikan nafkah
sesukanya saja. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa
memberikan kabar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarganya telah berusaha
mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak
berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan

mohon putusan;
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Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara ghoib dimana
Tergugat tidak di ketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, Tergugatdipanggil melalui Radio Republik Indonesia sehingga
Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara
resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sah dan dibenarkan secara undang-undang;

Menimbang, bahwa Pengguga dan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut
Penggugathadir menghadap secara in person di persidangan, sedangkan
Tergugattidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR
terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati
Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-
quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 tahun 2009 demikian juga dengan maksud Pasal 130 HIR
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat
untuk untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan April 2020 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang karena Tergugat
jarang sekali pulang kerumah, alasan nya mencari nafkah,Tergugat selalu
bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah lahir
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kepada Penggugat,Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-
kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa sakit
hati,Tergugat kurang dalam hal memberikan perhatian dan kasih sayang
terhadap Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sulit untuk diajak
berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 dimana Tergugat
meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamat maupun keberadaanya
yang jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri
(ghoib);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban
Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh
suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan
Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat
dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta
merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan
perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu
kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat
bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan
2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk
perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda
Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan
dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah
bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan
pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut dapat
diterima;
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Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir
serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah
memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan
Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat
bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis
Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (legal standi
in judicio) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat
untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, majelis hakim menilai
bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah
sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat
bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah
berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dan terbukti
Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan
belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai
hak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni
keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di
persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri
karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya
dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung
gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2003;
2.
Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis akan tetapi karena sejak bulan April 2020 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang karena Tergugat
jarang sekali pulang kerumah, alasan nya mencari nafkah,Tergugat selalu
bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam hal memberikan nafkah
lahir kepada Penggugat,Tergugat ketika sedang marah sering
mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hal ini membuat
Penggugat merasa sakit hati,Tergugat kurang dalam hal memberikan
perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak dan
Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi dengan baik oleh Penggugat;

3.
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020 dimana Tergugat meninggalkan
Penggugat dan tidak diketahui alamat maupun keberadaanya yang jelas
dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri (ghoib);

4.

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap
kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
benar-benar sudah tidak rukun lagi, karena meskipun majelis hakim telah
berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh
pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk
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dalam kategori sudah pecah (broken/down marriage), sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (Onheel baar tweespalt);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu
rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta
mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadat yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang
salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika Penggugat dan Tergugat
selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling
mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat
telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan
Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar
norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif
yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas
kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan
daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat
dirumuskan dengan kaidah ushul berbunyi:

allasdl  qla o afhs Addall g
(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan)
mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya
hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,
keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka lebih
utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar mashlahat yang belum tentu

dapat diraih;
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Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada
pendapat ahli figih dalam kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:
Al u&m1 hale Lﬂﬂh FETY L,ﬁi E@"-‘:JP.EF L) I:ﬂj

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada
suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak
satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta
hukum vyang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan
telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Jakarta Pusat adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, hasil rapat pleno

kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menjadi kewajiban Panitera Pengadilan
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Agama Jakarta pusat untuk mengirimkan Rekapitulasi salinan putusan ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait,
untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan
Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 08 Oktober Masehi bertepatan
dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati, M.H
sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota
tersebut dan Widya Fausiah, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
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ttd
Dra. Nurhayati, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Dra. Haniah, M.H. Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,
ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara
1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000

2 Biaya : Rp. 100.000
Proses/A

TK
3 Biaya : Rp. 1.200.000

Panggila

n
4 Biaya : Rp. 10.000

PNBP
Penyera
han
Panggila
n
Pertama
Penggug

at
5 Biaya : Rp. 10.000

PNBP
Penyera
han
Panggila
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n

Pertama

Tergugat
6 Biaya : Rp. 10.000

Redaksi
7 Biaya Meterai : Rp. 10.000

8 Biaya : Rp. 150.000
PBT

: Rp. 10.000
Jumlah Rp. 1.370.000

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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